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Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN): 

Pegawai Negeri Sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas lainnya 

dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan

Pengaduan : permintaan oleh pihak yang 

berkepentingan kepada pejabat yang 

berwenang, untuk menindak menurut 

hukum dan perundang-undangan seseorang 

yang telah melakukan tindakan yang 

merugikannya.

Pelapor (whistleblower) : seseorang yang 

menyampaikan laporan adanya indikasi tindak 

pidana korupsi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal 

DPR RI

Pelaporan pelanggaran (whistleblowing) :

pengungkapan tindakan pelanggaran atau 

pengungkapan perbuatan yang melawan 

hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral 

atau perbuatan lain yang dapat merugikan 

organisasi maupun pemangku kepentingan, 

yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan 

organisasi kepada pimpinan organisasi atau 

lembaga lain yang dapat mengambil tindakan 

atas pelanggaran tersebut. 

Pelapor pelanggaran (whistleblower) : 

karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak 

internal), akan tetapi tidak tertutup adanya 

pelapor berasal dari pihak eksternal 

(pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor 

seyogyanya memberikan bukti, informasi, 

atau indikasi yang jelas atas terjadinya 

pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat 

ditelusuri atau ditindaklanjuti
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• Peraturan ini berasaskan 
pada penghargaan atas 
harkat dan martabat 
manusia, rasa aman, 
kerahasiaan, keadilan, 
tidak diskriminatif, 
praduga tidak bersalah, 
dan kepastian hukum.

Pasal 2 : 

Asas-asas

•Meningkatkan upaya 
pencegahan dan 
pemberantasan korupsi, 
kolusi dan nepotisme (KKN) 
dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di lingkungan 
Setjen DPR RI.

•Mendorong pengungkapan 
penyimpangan atau 
penyalahgunaan 
kewenangan dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan di lingkungan 
Setjen DPR RI.

•Meningkatkan sistem 
pengawasan yang 
memberikan perlindungan 
kepada whistleblower dalam 
rangka pemberantasan 
korupsi di lingkungan Setjen 
DPR RI.

Pasal 3 : 
Tujuan

• Ruang lingkup Peraturan 
ini meliputi penanganan 
pengaduan 
(whistleblower system) 
dan Penyelenggaraan 
whistleblowing system di 
lingkungan Sekretariat 
Jenderal DPR RI.

Pasal 4 : 
Ruang Lingkup
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Setiap warga 
negara berhak 
menyampaikan 

pengaduan 
(whistleblower 
system) adanya 
indikasi tindak 
pidana korupsi 

dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan di 

lingkungan 
Sekretariat 

Jenderal DPR 
RI.

Pengaduan 
disampaikan 

melalui 
whistleblowing 

system 
Sekretariat 

Jenderal DPR 
RI.
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Pengaduan 
diterima oleh 

VERIFIKATOR 
untuk 

diverifikasi 
kebenaran 

data/informasi
nya dan 

selanjutnya 
disampaikan 

kepada 
PENELAAH.
Penelaah 
melakukan 
penelaahan 
terhadap 
materi 

pengaduan dan 
menyampaikanl

aporan hasil 
penalaahan 
serta usul 

tindak lanjut 
terhadap 
pengaduan 
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Sekretaris 
Jenderal 
DPR RI

menugaskan 
APIP untuk 
melakukan 

audit 
investigatif 
terhadap 

pengaduan. 
LHA 

investigatif 
disampaikan 

kepada 
Sekjen.

Sekretaris 
Jenderal 

menyampaik
an 

rekomendas
i/saran 
kepada 
pihak 

terkait 
sebagai 
tindak 

Pelaku; 
Perbuatan

yang 
terindikasi

atau dianggap
terdapat

penyimpangan
atau penyalah

gunaan
wewenang; 

Waktu
penyimpangan

atau
penyalahgunaa
n wewenang; 
Unit kerja

dimana
penyimpangan

atau
penyalahgunaa

n wewenang
dilakukan;

Barang bukti:
Data/ 

Pengadu 
(whistleblo

wer) 
mengaduka

n 
penyimpang

an atau 
penyalahgu

naan 
wewenang 

di 
Sekretariat 

Jenderal 
DPR RI 
secara 

elektronik 
melalui 

whistleblow
ing system 
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Sekretaris Jenderal 
bertanggunga jawab 
terhadap seluruh 
kegiatan 
penyelenggaran 
Whistleblower 
System.

Penyelenggara Whistleblower 
System terdiri dari:

Administrator System;

Verifikator;

Penelaah;

Penyelenggara pejabat 
struktural dan pejabat 
fungsional yang ditunjuk 
berdasarkan Keputusan 
Sekretaris Jenderal DPR RI.

Ketentuan lebih lanjut terkait 
dengan tugas dan tanggung 
jawab penyelenggara diatur 
lebih lanjut dalam Keputusan 
Sekretaris Jenderal DPR RI.

Sekretaris 
Jenderal DPR 
RI menjamin 
kerahasiaan 
identitas 
whistleblower.
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